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TENTANG
 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN
 

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

lVknimbang: a.	 ba hwa dengan be rlakunva Pcraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ked ua 
8t8S Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan, maka perlu dilakukan perubahan 
terhadap rincian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum 
dun Penataan Ruang Kab upaten Larnpung Se latan ; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
I(abupalen Lampung Selalan. 

\ I, j l~jl1gcJl : 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pcnetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Kabupaten Lampung Selatan sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
[\,puhlik Indonesia Nornor +-+381: 

3.	 Llldang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ientang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 



4.	 Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5494); 

5.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah 
bcberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nornor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoriesia Numor	 SCi(9): 

1',1'111',11, ; "IIH:Tilt1(:lli ~Joml)r Tu h t.n .2Cij,) 'l1.Lili\', 

Pt:l'ctngkaL Daerah (Lembaran Negara l<.epublik Indonesia 
Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5887); 

7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tah un 2016 Nornor l o. 
Tarnbanan Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nornor 16); 

8.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nornor 39 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung 
--';1':1(;111 !\JI)111'ir 3';-, T;1111ln ~Olf::' 1(']H:ln~ 1<,,(lliC!U1:,U;. 'I'Ll:' \, 

,I" 11 f·un:-,,,i. ~L1SLlJlCln Urganisasl. ScrL~l Ta t.a l":'CI~id Pl'rallgk(ll 
l)clCTdh Kabupaten Lampung Selatan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan:	 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA 
ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 
43 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Se18 tan 
Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas .Jabatan Pada 
Di nn s f)ckerjaan Umum dan Pcria taan Ruang Kabupaten 
LclllllJullt; SclaL.Hl, di ubah scbagai bciik ut : 

I,	 Ketentuan butir c Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berb u nvi 
sebagai berikut : 



Pasal 2 

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Periataan 
Ruang, adalah sebagai berikut : 

a.	 Kepala Dinas. 

b.	 Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Peralatan dan Pengelolaan Aset; dan 
3.	 Sub Bagian Keuangan. 

c.	 Bidang Bina Marga, membawahi : 
1.	 Seksi Perencanaan Teknis clan Informasij Data Jalan 

dan Jembatan; 
2.	 Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan; dan 
3.	 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. 

d.	 Bidang Bina Bangunan, membawahi : 
1. Seksi Perencanaan Teknis dan Standarisasi Bangunan; 
2.	 Seksi Konstruksi Bangunan; dan 
3.	 Seksi Bangunan Fasilitas Umum. 

e.	 Bidang Pengairan, membawahi : 
1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi; 
2.	 Seksi Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Alam 

Lainnya; dan 
3.	 Seksi Konservasi Sumber Dava Alam. 

f.	 Bidang Tata Ruang, membawahi : 
1.	 Seksi Tata Ruang Pedesaan dan Perkotaan; 
2.	 Seksi Tata Ruang Kawasan; dan 
3.	 Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang. 

g.	 Bidang Bina Program, membawahi : 
1. Seksi Pengolahan Data dan Penyusunan Program; 
2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan Program; dan 
3.	 Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program. 

h. Unit Pelaksana Teknis; dan 

i.	 Kelornpok Jabatan Fungsional. 

2.	 Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan irii. 

3.	 Diantara butir i dan j ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu] 

butir yakni butir ia, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasa19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnaria 
dimaksud dalam Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 



a.	 melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat untuk penyusunan program 
dan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pckerjaan: 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c.	 melaksanakan penataan administrasi surat-rnenvura L 

untuk mempermudah proses lebih lanjut; . 

d.	 memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
menyangkut urusan kedinasan; 

e.	 melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas 
kantor; 

f.	 melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan 
administrasi kegiatan Kepala Dinas; 

g.	 membina kegiatan ketertiban, kehumasan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan Dirias: 

h.	 mclalcsariakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan 
Dinas; 

1.	 mencan, mengumpulkan, menghimpun, serta 
menyajikan data dan informasi yang berhubungan 
dengan bidang kepegawaian; 

ia.	 melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknis jasa 
konstruksi; 

J.	 menyiapkan bahan untuk menyelesaikan administrasi 
kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan pangkat, 
urusan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji 
berkala, proses pemberian surat izin cuti, proses urusan 
pensiun serta pemberian sanksi at.as pelanggaran 
peraturan kepegawaian; 

k.	 mcngumpulkan, mcnyusun clan mcngolah data bahan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
dan penataan sistern, metode dan prosedur kerja serta 
pendayagunaan aparatur; 

1.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagia n 
Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

m.	 membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian kepada aparatur J abatan Fungsional 
Umum (JFU) sebagai bawahannya, agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masmg
masing; 

n.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dan 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan, sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 

o.	 melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada. 
guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 



p.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

4.	 Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi 
sebagai berikut : 

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Pasal 16 

Tugas Pokok Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Bina Marga dalam pengelolaan administrasi, dan 
menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan j kegiatan 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan .Jernbatan 
menyelenggarakan pekerjaan Rehabilitasi dan Peme libaruan 
.Jalan dan .Jembatan sesuai dengan pedoman dan rericana 
kerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta 
melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja 
yang lain untuk penyempurnaan hasil kerja. 

5.	 Ke ten tuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunvi 
sebagai berikut : 

Pasal 17 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, rincian tugas Kcpala Seksi 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah 
sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya 
urit.uk pengelolaan administrasi dan penyusunan 
rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 
dan .Jembatan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas, programjkegiatan/ 
pekerjaan Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c.	 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tanggap 
darurat akibat adanya bencana, pelaksanaan pekerjaan 
rutin agar kondisi jalan dan jembatan tersebut dalam 
kondisi baik; 

d.	 menyiapkan bahan perencanaan program penanganan 
jalan dan jembatan, untuk penyusunan program dan 
pekerjaanj kegiatan APBD maupun APBN; 

e.	 menyelenggarakan program zkegiatan pekerjaan
pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan, yang 
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku: 

f.	 melaksanakan kajian dan revisi anggaran dan kegiatan / 
pekerjaan yang sedang berjalan baik APBD maupun 
APBN; 



a 
b'	 menyiapkan bahan koordinasi laboratorium dan 

pengujian hasil pelaksanaan pekerjaan, penghimpunan 
clan pemuLakhiran daLa jalan dan jcmbaLan; 

h.	 melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pekerjaan serta menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam setiap periode 
Lcrtcntu; 

1.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

J.	 mernbagi habis tugas Seksi Rehabilitasi d.i.: 
l 'emeliharaan Jalan dan Jembatan kepada Aparai U r 
Jabatan Fungsional Umum (JFU)sebagai bawahan agar 
setiap personil memahami tugas masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menvusun bahan 
untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai 
rnasu kan dalam penyusunan program dan reneana kerja 
lebih lanjut; 

1.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

6.	 Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berb'unvi 
sebagai berikut : 

Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data 
Jalan dan Jembatan 

Pasal 18 

Tugas Pokok Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan 
Informasi / Data Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan 
se bagian tugas Bidang Bina Marga dalam pengelolaan 
administrasi dan menyiapkan bahan perencanaan teknis 
untuk rehabilitasi / pemeliharaan dan pembangunan jalan 
dan jembatan. menyelenggarakan koordinasi dan 
sinkronisasi agar pembangunan jalan dan jcmbatan 
terintregasi, dan menyusun sistem informasi I data base 
jalan dan jembatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi 
dan pelaporan. Membangun komunikasi dan koordinasi 
dengan unit kerja yang lain urituk penyempurnaan hasil 
kerja. 



7.	 Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18, rincian tugas Kepala Seksi 
Perencanaan Tekriis dan Informasi / Data Jalan dan 
Jembatan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi kerja deriga n unit kerja lainm cl 

dilingkungan bidang Bina Marga maupun satuan kerja 
lainnya dalam penyusunan program kerja dan rencaria 
kerja Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data 
Jalan dan Jembatan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhuburigan 
dengan bidang kerja Seksi Perencanaan Teknis d811 
Informasi / Data Jalan dan Jembatan dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan perencanaan teknis dan konstruksi, 
memverifikasi perencanaan teknis dan konstruksi 
pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan 
Jalan dan Jembatan; 

d.	 memberikan advis teknis dan konstruksi dan melakukan 
study dalam rangka menetapkan harga dasar bahan dan 
upah; 

e.	 melakukan survev dan inspeksi kondisi jalan dan 
jembatan; 

f.	 menyiapkan bahan dan Menyusun rencana untuk 
koordinasi dan sinkronisasi agar pembangunan jalan dan 
jembatan terintegrasi antara jalan desa, jalan kabupaten, 
jalan provinsi dan jalan nasional; 

g.	 melaksanakan penyusunan sistem informasi dan data 
base jalan dan jembatan; 

h.	 melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pekerjaan serta menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Jalan dun 
.Icrnbatan dalarn sctiap periodc tcrtcntu; 

1.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi 
Perencanaan Teknis dan Informasi / Data Jalan dan 
Jembatan dan Pelaporan agar dapat melaksariakar; tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J.	 membagi habis tugas Seksi Perencanaan Teknis dan 
Informasi / Data Jalan dan Jembatan kepada aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporar: 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 



1.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

rn.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

8.	 Kctcntuan Pasal 20 diubah. sehingga Pasal 20 berburivi 
sebagai berikut : 

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Pasal 20 

Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan 
Jembatan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina 
Marga, pengelolaan administrasi dan menyiapkan bahan 
reneana kerja programjkegiatan pembangunan Jalan dan 
Jembatan, menyelenggarakan pekerjaan pada tahun 
anggaran berjalan, melakukan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan, serta melakukan komuriikasi dan koord iria si 
dengan unit kerja terkait untuk penyempurnaan hasil kerja. 

9.	 Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 bcrbun , i 
sebagai berikut : 

Pasa121 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20, rincian tugas Kepala Scks i 
Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya 
untuk pengelolaan dan penyusunan reneana kerja Seksi 
Pembangunan Jalan dan Jembatan, untuk dijadika n 
pedoman dalam pelaksanaan tugas: 

b.	 menginventariskan permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Pembangunan J alan dan 
Jembatan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c.	 mcnyiapkan bahan perencanaan program Pembangunan 
Jalan untuk penyusunan program dan 
pekerjaanjkegiatan APBD maupun APBN; 

d.	 menyelenggarakan programjkegiatan pekerjaan
pekerjaan Jalan, yang pelaksanaannya harus 
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku; 

e.	 melaksanakan kajian dan revisi anggaran dan kegiatan ' 
pekerjaan yang sedang berjalan baik APBD maupun 
APBN; 

f.	 mcnyiapkan bahan koordinasi laboratorium dan 
pt'ngujian h asil pelaksanaan pekcrjaan , agar k uariti ta s 
dan kualitas pe1aksanaan pekerjaan dapat terpenuhi; 



g.	 mclaksanakan monitoring dan cvalua si pclaksana.. I j 

pekerjaan se rt.a menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaan kcgiatan pekcrjaan Pcrnbangunan .Jala n dan 
.Iernbatan dularn setiap periodc tcrtcm u: 

h.	 me rrnmpm , rne ngarah kan dan memotivasi apurat ur 
.Ja ba ta n F'ungsional Urnum (cJF'U) dilingkungan Seksi 
Pcmbangunan .Jalan dan .Jcmbatan agar da pui 
mclaksa riakan tugas sccata bcrdava-guria dan brrha sil 
guna; 

1.	 membagi habis Lugas Seksi Pembangunan .Ialan clan 
.Jerribatan kepada aparat.ur Jabatan Fungsional Umum 
(JFU) scbagai bawahannya, agar set.iap pcrsun il 
memahami tugas dan tanggung jawa b ma sirig-rnasirig: 

J.	 mcngurnpulkan , rncnghirnpun dan mc nvu sun data dur i 
bawarian sebagai bahan untuk mernbuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan 
dalarn penyusunan program le bih lanjut ; 

k.	 mcngc\'cl]uasi hclSil pcla k sa riaa n tugas b<l\\dh,Hl u nt uk 
pen.\ cmpurriaan hasil kcrja lcbih lanj ut ; dan 

I.	 mclaksanakan tugas kcdinasan lain vang diberikan okll 
atasun sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
bcrlaku. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pc!cmtiLli-l 
pcjabai baru bcrdasarkan Peraturan Bupaii ini. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pe nernpa ta rmvu 

dalarn Bcrita Dacrah Kabupa tcn Lampung Sclatan 

Ditetapkan di kalianda 
pada tanggal 28 Dcscrnbcr 201 K 

Pit.	 BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

dto 

NANANG ERMANTO 

Diundangkan di Kalianda 
pada wnggal 28 Dcsernber 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 8ELATAN, 

dto 

FREDY 8M 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 43 
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